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   omite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan (TERASI Pangan) menolak kebijakan Pemerintah
untuk mendorong petani menanam kedelai produk rekayasa genetika (PRG) atau genetically
modified organism (GMO) atau transgenik. Penanaman kedelai transgenik tidak menjawab masalah
rendahnya produksi pertanian kedelai di Indonesia. 

Dalam rapat pembahasan tata kelola dan peningkatan produktivitas kedelai yang dipimpin langsung
oleh Presiden Joko Widodo (19/9), disampaikan keinginan pemerintah untuk meningkatkan
produktivitas kedelai dalam negeri yang saat ini semakin tergantung pada impor kedelai.
Menurutnya, dengan kedelai transgenik produksi kedelai petani dapat meningkat dari 1,6-2 ton per
hektare menjadi 3,5-4 juta ton per hektare. Untuk itu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar
Rp400 miliar. 

TERASI Pangan berpendapat, usulan pemerintah untuk menanam kedelai PRG ini tidak
menyelesaikan masalah dasar dalam isu kedelai dan berpotensi menciptakan masalah baru bagi
petani dan lingkungan. Pertama, belum ada satu pun jenis kedelai transgenik yang telah
mendapatkan sertifikat keamanan lingkungan sesuai Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2005
tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika. Selain itu, kedelai transgenik juga perlu
menjalani uji penanaman seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 22 tahun 2019 tentang
Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Kedua, rendahnya produksi pertanian kedelai di Indonesia, karena masalah yang diciptakan oleh
pemerintah akibat masuknya kedelai impor. Banjir impor kedelai membuat harga kedelai lokal
tertekan, sehingga minat petani menanam kedelai rendah. Karena itu yang yang harus dilakukan
pemerintah adalah melindungi petani Indonesia, misalnya dengan menerapkan tarif bea masuk
kedelai impor. Tarif bea masuk kedelai ada 0 persen.

Ketiga, Pemerintah juga seharusnya tidak selalu mengandalkan harga kedelai internasional sebagai
harga acuan pembelian kedelai lokal. Karena harga internasional bisa ditetapkan pasokan dari
produsen kedelai terbesar di dunia, yang didominasi oleh Brazil dan Amerika Serikat. Masing
memproduksi 134 juta metrik ton, dan 120 juta metrik ton di tahun 2021/2022. Artinya, jika pun petani
di Indonesia menanam kedelai dengan jumlah lebih banyak, sementara tidak ada jaminan harga,
maka dipastikan akan ada kerugian besar bagi petani karena produsen besar dengan mudah
menggelontorkan pasokan.
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Menolak tegas keinginan pemerintah untuk mendorong petani menanam benih transngenik atau
PRG dengan alasan apapun. 
Menuntut pemerintah untuk segera meredistribusikan tanah bagi petani untuk budidaya kedelai,
dan mendukung petani pemulia benih dalam berkreasi menciptakan benih kedelai lokal idaman
petani. 
Mendesak pemerintah melakukan evaluasi atas Upsus Pajale (Upaya Khusus Padi Jagung,
Kedelai) yang menggunakan alokasi anggaran dan sumber daya pemerintahan yang besar karena
terbukti tidak mampu menjaga stabilisasi pasokan dan harga kedelai nasional. 

Gunawan (Penasehat Senior IHCS-Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) -
081584745469
Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) - 081210025135
Hironimus Pala, Tananua Flores - 081339203030
Gusti Nur Asla Shabia, FIAN Indonesia - 081283739421

Keempat, yang selalu dilupakan oleh pemerintah adalah, kedelai transgenik dirakit tidak
dimaksudkan untuk peningkatan hasil, tetapi tahan pada herbisida, dan tahan pada hama satu hama
tertentu. Karena itu, justru penanaman tanaman transgenik PRG akan meningkatkan penggunaan
herbisida, dan pestisida lainnya, karena hama-hama non target akan meningkat. Ini akan
menimbulkan ketergantungan baru petani pada perusahaan-perusahaan produsen bahan kimia
pertanian (agrochemicals) dan mempromosikan pertanian monokultur industrial.

Selain itu, tanaman PRG berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati benih tanaman pangan
yang ada di Indonesia, khususnya jenis kacang-kacangan. Pengetahuan perempuan dan petani
terkait pengolahan jenis tanaman kacang-kacangan pun ikut hilang jika benih tanaman pangan
tersebut tidak lagi ditanam oleh masyarakat dan petani di Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, TERASI Pangan yang merupakan koalisi dari organisasi, petani, nelayan,
buruh, pembela HAM: 

1.

2.

3.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
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35 Organisasi Anggota Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan

FIAN Indonesia, Indonesia for Global Justice (IGJ), Serikat Petani Indonesia (SPI), Konfederasi
Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Indonesia Human Rights Committe for Social Justice (IHCS),
Aliansi Petani Indonesia (API), Solidaritas Perempuan, Bina Desa, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
(AIMI), Yayasan Tananua Flores, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Transnational Palm
Oil Labour Solidarity (TPOLS), FSBKU – KSN, KOBETA, FIELD Indonesia, Serikat Nelayan Indonesia
(SNI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kediri Bersama Rakyat (KIBAR), Perkumpulan
Inisiatif, WALHI Kalteng, FSRP – KSN, FS-Pasopati-KSN, Samawa Islam Transformatif (SIT), Bina
Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Agrarian Resources Center (ARC), Konsorsium Pembaruan
Agraria (KPA), Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin), Komunitas Desa (Komdes)-Sulawesi Tenggara,
Yayasan Komodo Indonesia (Yakines), Yayasan Sintesa, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
(KNTI), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia
(PPNI), Akar Foundation, Yayasan Alifa.


